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 This research is a survey conducted on taxpayers with specific 
gross circulation in the area of KPP Pratama Pondok Aren. The title of 
this research is "Factors Affecting Taxpayer Compliance with Specific 
Gross Circulation Through Behavioral Approach (Case Study at KPP 
Pratama Pondok Aren)". 
This study aims to determine the factors that influence taxpayer 
compliance with specific gross circulation according to PP 46 Tahun 
2013. 
Sampling using simple random sampling with the Slovin method. 
From the calculation results obtained the number of samples is 100 
respondents. The analytical tool in this study is multiple regression 
analysis which is used to see the factors that influence taxpayer 
compliance with specific gross circulation according to PP 46 Tahun 
2013. 
The results of this study indicate that there are two factors that 
influence taxpayer compliance with spesific gross circulation 
according to PP 46 of 2013, namely attitude and religiosity. 
  
Penelitian ini merupakan survei yang dilakukan terhadap wajib 
pajak dengan peredaran bruto tertentu di wilayah KPP Pratama 
Pondok Aren. Judul dari penelitian ini adalah “Faktor-Faktor  yang  
Memengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto 
Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku (Studi Kasus di KPP Pratama 
Pondok Aren)”. 
Penelitian ini bertujan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peredaran 
bruto tertentu sesuai PP 46 Tahun 2013.. 
Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling 
dengan metode Slovin. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah 
sampel sebesar 100 responden. Alat analisis dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk melihat faktor-
faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan peredaran 
bruto tertentu sesuai PP 46 Tahun 2013. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor 
yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu sesuai PP 46 Tahun 2013 yaitu sikap dan religiusitas. 
KATA KUNCI: 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang  
Pajak merupakan sumber utama penerimaan 
negara dan menyumbang sekitar 70% penerimaan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Indonesia (APBN). Meski begitu tingkat kepatuhan 
wajib pajak (WP) di Indonesia masih terbilang rendah.  
 
Bila dilihat dari jumlah WP yang terdaftar, jumlah 
WP Orang Pribadi yang terdaftar adalah sebanyak 
33.042.502 WP, baru sekitar 27,9% dari total jumlah 
orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia 
terdaftar sebagai WP. 
Bila dilihat dari aspek pelaporan pajak, DJP 
menyebutkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak 
berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang masuk 
tahun 2017 mencapai 72,5%. Rasio tersebut masih 
belum mencapai rasio kepatuhan yang ditargetkan DJP 
pada tahun 2017 yaitu sebesar 75%. Sementara itu bila 
dilihat dari aspek penerimaan pajak, sejak tahun 2009 
target realisasi penerimaan pajak tidak pernah 
tercapai. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak 
mencapai Rp 1.151 triliun atau 89,7% dari target dalam 
APBNP 2017.  
Angka tax ratio Indonesia masih kurang dari 11%, 
yang masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan 
negara lain di kawasan ASEAN. Besarnya tax ratio salah 
satunya ditentukan oleh struktur perekonomian suatu 
negara. Berdasarkan struktur ekonominya, usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang 
peranan penting dan strategis dalam pembangunan 
ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2015). Berdasarkan 
data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada 
triwulan III tahun 2017 sektor UMKM memberi 
kontribusi sebesar Rp 7.006 triliun atau setara dengan 
62,57% total PDB, namun kontribusinya terhadap 
pajak masih sangat rendah, hanya mencapai Rp 5,8 
triliun. 
Berbagai permasalahan mengenai kurangnya 
kepatuhan wajib pajak di atas menegaskan pentingnya 
upaya-upaya peningkatan kepatuhan baik secara 
umum bagi seluruh wajib pajak maupun secara khusus 
bagi sektor UMKM yang memiliki potensi besar.  
Hingga saat ini, studi mengenai kepatuhan pajak 
sebagian besar berisi literatur dari bidang ekonomi. 
Secara umum studi ini dapat dibagi menjadi dua 
kelompok besar yaitu studi dengan pendekatan 
hukuman (economic deterrence approach; dikenal 
juga dengan sebutan traditional models of taxation 
atau neoclassical model of tax compliance) dan studi 
dengan pendekatan ilmu ekonomi perilaku 
(behavioural economics approach).  
Dalam perkembangannya, pendekatan hukuman 
dianggap belum dapat menjawab secara tuntas 
mengenai fenomena kepatuhan pajak. Untuk 
menjawab hal tersebut, berkembanglah pendekatan 
ekonomi perilaku yang secara umum merupakan 
penggabungan ilmu ekonomi dengan menggunakan 
metode dan bukti-bukti dari ilmu sosial lainnya 
(khususnya psikologi) untuk menganalisis proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu 
ataupun kelompok (Alm, 2012).  
Selama ini DJP telah melakukan upaya untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan 
mengacu kepada empat pilar perpajakan Indonesia 
yaitu Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan (termasuk 
penyidikan) dan Penagihan. Selain melakukan upaya-
upaya tersebut, masih tersedia ruang untuk 
melakukan upaya inovatif dalam rangka meningkatkan 
kepatuhan pajak. Salah satunya adalah melalui 
penerapan ilmu ekonomi perilaku (behavioural 
economics).  
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak 
dengan pendekatan ilmu ekonomi perilaku 
menggunakan variabel yang diadaptasi dari Theory of 
Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen 
(1991) dan satu variabel tambahan yaitu religiusitas. 
Menurut Ajzen (1991) perilaku yang ditampilkan oleh 
individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. 
Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 
penentu, yaitu: (1) sikap terhadap perilaku; (2) norma 
subjektif; dan (3) kontrol perilaku yang dipersepsikan. 
Variabel religiusitas ditambahkan karena Indonesia 
merupakan salah satu negara di mana penduduknya 
menganggap bahwa agama merupakan elemen 
penting dalam hidupnya (Gallup Inc. Poll, 2009).  
Studi dalam penelitian ini akan berfokus pada 
subjek UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai 
dengan 4,8 miliar yang dikenal dengan Wajib Pajak 
dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP No. 46 
tahun 2013. Lokus studi dilakukan di KPP Pratama 
Pondok Aren karena KPP ini bekerja sama dengan PKN 
STAN memiliki kelompok UMKM binaan yang berada 
di Tangerang Selatan yang disebut UMKM Sahabat 
Pajak (USP).  
Sebagai KPP yang baru sekitar tiga tahun berdiri, 
KPP Pratama Pondok Aren telah menorehkan berbagai 
prestasi dan inovasi. Pada tahun 2017, KPP ini telah 
mendapatkan penghargaan nasional sebagai KPP 
Percontohan dan Kantor Pelayanan terbaik. Inovasinya 
dalam membentuk kelompok USP (UMKM Sahabat 
Pajak) juga diharapkan dapat membantu 
pengembangan UMKM dan sosialisasi pajak di 
dalamnya. Namun kenyataannya capaian rasio 
kepatuhannya pada tahun 2017 masih 65,95%, berada 
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Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 
masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk 
membuat strategi yang dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak secara sukarela (voluntarily 
compliance) serta memberikan pandangan alternatif 
terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak dengan peredaran bruto 
tertentu. 
1.1.1 Hipotesis 
H1= sikap  berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan 
peredaran bruto tertentu. 
H2= norma subjektif berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
dengan peredaran bruto tertentu. 
H3=kontrol perilaku yang dipersepsikan 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak dengan peredaran 
bruto tertentu. 
H4=religiusitas berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
dengan peredaran bruto tertentu.  
 




Sikap (attitude) menurut Jogiyanto (2007, 36) 
adalah “evaluasi kepercayaan atas perasaan positif 
atau negatif dari seseorang jika harus melakukan 
perilaku yang akan ditentukan”. Sedangkan sikap 
menurut Fishbein dan Ajzen (1980) dalam Jogiyanto 
(2007, 36) adalah sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) 
yang dirasakan seseorang untuk menerima atau 
menolak sesuatu, baik atau buruk, dan lain-lain. Selain 
itu Thurstone dalam Jatmiko (2006) memandang sikap 
sebagai perasaan baik memihak atau melawan suatu 
objek psikologis.  
Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan 
bahwa sikap berperan penting dalam menjelaskan 
perilaku seseorang dalam lingkungannya, meskipun 
perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi banyak 
faktor lain seperti stimulus, latar belakang individu, 
motivasi, dan status kepribadian. 
2.2. Norma Subjektif 
Norma Subjektif (Subjective Norm) menurut 
Jogiyanto (2007, 42) adalah persepsi atau pandangan 
seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang 
lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan 
atau tidak melakukan perilaku yang sedang 
dipertimbangkan. Sedangkan menurut Ajzen (1991) 
dalam Mustikasari (2007), Norma Subjektif adalah 
persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam 
membentuk perilaku tertentu. Jadi norma subjektif 
adalah kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di 
sekitar atau lingkungannya terhadap perilaku 
seseorang. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-
individu atau kelompok yang memberikan pengaruh 
dalam perilaku seseorang.  
2.3. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 
Menurut Bobek dan Hatfield dalam Elia 
Mustikasari (2007), Kontrol Perilaku Persepsian dalam 
konteks perpajakan yaitu seberapa kuat tingkat 
kendali yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak dalam 
menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan 
penghasilan lebih rendah, mengurangkan beban yang 
seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, 
dan perilaku ketidakpatuhan lainnya. Mustikasari 
(2007) menggunakan tiga indikator dalam mengukur 
kontrol keprilakuan, yaitu pertama kemungkinan 
diperiksa oleh fiskus, kedua kemungkinan dikenakan 
sanksi, dan ketiga kemungkinan pelaporan dari pihak 
ketiga. 
2.4. Religiusitas 
Menurut Capanna, et al., (2013) religiusitas 
merupakan suatu kondisi di mana seorang individu 
mempunyai keyakinan terhadap agama tertentu 
sehingga dia akan menjalankan perintah agama 
tersebut dan di sisi lain akan menjauhi larangan agama 
tersebut.  
Di dalam konteks penelitian ini individu yang 
dimaksud adalah wajib pajak. Salah satu perintah 
agama bagi para penganutnya di dunia adalah 
melakukan perbuatan yang baik. Mematuhi peraturan 
perpajakan dapat dianggap sebagai sebuah 
perwujudan dari perbuatan yang baik. Oleh karenanya 
wajib pajak yang religius akan cenderung berusaha 
patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku. 
Sementara di sisi lain, wajib pajak yang kurang religius 
akan cenderung melakukan kecurangan terkait 
dengan kewajiban mematuhi peraturan perpajakan. 
Variabel religiusitas ditambahkan sebagai 
variabel independen mengingat Indonesia merupakan 
salah satu negara di mana penduduknya menganggap 
bahwa agama merupakan elemen penting dalam 
hidupnya (Gallup Inc. Poll, 2009). Variabel ini juga 
dianggap masih berhubungan dengan behavioral 
approach dalam ekonomi sehingga relevan untuk 
diteliti bersama tiga variabel independen lainnya. 
 
3. METODE PENELITIAN  
3.1. Gambaran Umum Objek dan Alasan Pemilihan 
Objek 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 
Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah 
Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu di KPP 
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Pratama Pondok Aren sebagai sumber data primer. 
Alasan pemilihan objek karena KPP Pratama Pondok 
Aren bekerja sama juga dengan PKN STAN memiliki 
kelompok UMKM binaan yang berada di Tangerang 
Selatan yang disebut USP (UKM Sahabat Pajak). 
3.2. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data primer. Data primer adalah data yang 
mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 
pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel 
minat untuk tujuan spesifik studi. 
3.3. Metode Pengumpulan Data 
Responden penelitian secara umum adalah 
Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai 
PP 46 Tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pondok Aren. 
Jumlah populasi berdasarkan informasi dari KPP 
Pondok Aren adalah sebanyak 5.979 wajib pajak. 
Secara khusus responden penelitian yang dipilih 
adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria UMKM 
sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan 
peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah per 
tahun. 
Metode pengambilan sampel adalah dengan 
simple random sampling. Teknik yang digunakan untuk 
menghitung sampel adalah dengan rumus Slovin. 
Berdasarkan penghitungan dengan rumus tersebut 
maka didapatkan jumlah sampel sebesar 98 
(dibulatkan menjadi 100), dengan tingkat kesalahan 
yang ditoleransi (e) sebesar 10%. 
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel, dan Cara Pengukuran 
Sekaran (2006, 118) menjelaskan variabel 
bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil 
variabel terikat. Pengaruh tersebut dapat berupa 
pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. 
Terdapat empat variabel bebas dalam penelitian ini 
yaitu: Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang 
Dipersepsikan, dan Religiusitas. 
Sementara itu, menurut Sekaran (2006) 
variabel terikat adalah variabel yang menjadi tujuan 
utama dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini 
dilakukan berbagai pengujian untuk dapat 
memprediksi variabel terikat yang ditentukan. Peneliti 
harus menjawab apakah variabel bebas berpengaruh 
terhadap variabel terikat. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. 
3.5. Model Penelitian 
Berdasarkan hipotesis yang dibangun dalam 
landasan teori dan variabel-variabel yang telah 
disebutkan dalam bagian sebelumnya, penulis 
mengusulkan model penelitian awal sebagai berikut: 
Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3+ β4 X4 
3.6. Cara Pengujian Hipotesis (Pengolahan Data) 
Langkah pertama yang dilakukan dalam 
penelitian adalah melakukan prosedur statistik 
deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang 
digunakan untuk menggambarkan data yang telah 
dikumpulkan tanpa bermaksud membuat suatu 
kesimpulan dari data tersebut (Sugiyono, 2010).  
Langkah berikutnya adalah melakukan uji 
kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji 
reliabilitas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas 
Setelah melewati uji asumsi klasik, kemudian 
dilakukan analisis regresi linier berganda yang 
merupakan analisis ketergantungan dari beberapa 
variabel independen terhadap satu variabel 
dependen, dengan tujuan untuk menduga atau 
memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-
nilai variabel bebasnya (Suliyanto, 2011). 
Terkait dengan pengujian hipotesis, untuk 
mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel 
sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang 
dipersepsikan, dan religiusitas terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu secara 
parsial dilakukan dengan menggunakan uji-t. Selain itu 
untuk mengetahui tingkat kemampuan dari suatu 
model dalam menerangkan variasi variabel 
dependennya digunakan Uji Koefisien Determinasi 
(R2). 
 
4. HASIL PENELITIAN  
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Tangerang 
Selatan secara khusus Kecamatan Pondok Aren 
sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren. 
Secara lebih khusus, populasi yang diamati berkaitan 
dengan penelitian ini adalah pemilik atau pengelola 
UMKM yang dikenal dengan Wajib Pajak dengan 
peredaran bruto tertentu sesuai PP 46 Tahun 2013. 
Sampel yang diteliti adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. 
Objek penelitian ini adalah kepatuhan pemilik atau 
pengelola UMKM dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 
Penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data primer berupa kuesioner sebagai 
instrumen pengumpul data primer. Data primer yang 
digunakan yaitu jawaban-jawaban responden atas 
daftar pernyataan yang tertera dalam kuesioner 
tersebut. Kuesioner yang disebar terbagi menjadi 2 
(dua) bagian yaitu bagian pertama yang berisi 
mengenai identitas responden yang nantinya akan 
diolah menjadi karakteristik responden, dan bagian 
kedua yang berisi daftar pernyataan-pernyataan 
berdasarkan indikator-indikator yang menjelaskan 
variabel independen dan dependen. 
Kuesioner yang disebarkan kepada responden 
berisi 24 (dua puluh) butir pernyataan. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut meliputi 5 (lima) butir pernyataan 
untuk mengukur variabel Sikap, 5 (lima) butir 
pernyataan untuk mengukur variabel Norma Subjektif, 
5 (lima) butir pernyataan untuk mengukur variabel 
Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, 4 (empat) butir 
pernyataan untuk mengukur variabel Religiusitas, dan 
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5 (lima) butir pernyataan untuk mengukur variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak dengan peredaran bruto 
tertentu. 
Waktu penyebaran kuesioner dalam penelitian 
ini dilakukan mulai tanggal 15 Mei 2018 sampai 
dengan 31 Mei 2018. Kuesioner disebarkan dengan 
dua cara yaitu dengan langsung mendatangi wajib 
pajak yang datang ke KPP Pratama Pondok Aren untuk 
mengisi kuesioner secara manual serta menggunakan 
Google Form yang disebarkan melalui aplikasi 
WhatsApp. Jumlah eksemplar kuesioner yang 
disebarkan selama waktu tersebut adalah sebanyak 60 
(enam puluh) eksemplar kuesioner manual dan 155 
(seratus lima puluh lima) kuesioner melalui Google 
Form.  
Berdasarkan daftar distribusi kuesioner diatas, 
didapatkan kuesioner yang kembali dan valid adalah 
sebanyak 44 (empat puluh empat) eksemplar secara 
manual dan 56 (lima puluh enam) melalui Google 
Form. Dengan demikian kuesioner ini memiliki 
responden rate 46 (empat puluh enam) persen. 
4.2. Gambaran Umum Responden 
Responden yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini dibagi dalam beberapa kelompok untuk 
menunjukkan karakteristiknya. Kelompok ini dibagi 
berdasarkan jenis kelamin, usia, lama menjalankan 
usaha, pendidikan terakhir, jenis usaha, dan peredaran 
bruto. Berikut ini disajikan karakteristik responden 
berdasarkan kelompok yang ada. 
Berdasarkan jenis kelamin dari total 100 
responden, sebanyak 43 orang atau 43 persen berjenis 
kelamin pria. Sementara sisanya yaitu sebanyak 57 
orang atau 57 persen berjenis kelamin wanita. 
Berdasarkan pengelompokan usia dari total 100 
responden, sebanyak 37 orang atau 37 persen berusia 
kurang dari 30 tahun. Sementara itu 33 orang atau 33 
persen berusia antara 30-40 tahun, 16 orang atau 16 
persen berusia antara 41-50 tahun, dan 14 orang atau 
14 persen berusia lebih dari 50 tahun.  
Berdasarkan  lama menjalankan usaha dari total 
100 responden, sebanyak 55 orang atau  55 persen 
menjalankan usahanya kurang  dari  5 tahun, 30 orang 
atau 30 persen menjalankan usahanya  antara 5-10 
tahun. Sementara yang lain sebanyak 15 orang atau 15 
persen menjalankan usahanya lebih dari 10 tahun.  
Berdasarkan pendidikan terakhir dari total 100 
responden, sebanyak 1 (satu) orang atau 1 (satu) 
persen memiliki pendidikan terakhir SD, 2 (dua) orang 
atau 2 (dua) persen memiliki pendidikan terakhir SMP, 
30 orang atau 30 persen memiliki pendidikan terakhir 
SMA/SMK. Sementara 18 orang atau 18 persen lainnya 
memiliki pendidikan terakhir Diploma, 45 orang atau 
45 persen memiliki pendidikan terakhir Sarjana, dan 4 
(empat) orang atau 4 (empat) persen memiliki 
pendidikan terakhir Pascasarjana.  
Berdasarkan jenis usaha dari total 100 
responden, sebanyak 34 orang atau 34 persen 
memiliki jenis usaha jasa, 22 orang atau 22 persen 
memiliki jenis usaha dagang, 29 orang atau 29 persen 
memiliki jenis usaha produksi makanan. Selanjutnya 8 
(delapan) orang atau 8 (delapan) persen memiliki jenis 
usaha produksi industri kreatif (pakaian, aksesoris, 
kerajinan, dsb), dan 6 (enam) orang atau 6 (enam) 
persen memiliki jenis usaha produksi lainnya.  
Berdasarkan peredaran bruto dari total 100 
responden, sebanyak 67 orang atau 67 persen 
memiliki peredaran bruto < 300 juta, sedangkan 21 
orang atau 21 persen memiliki peredaran bruto antara 
300 juta s.d. 2,5 miliar, dan 12 orang atau 12 persen 
memiliki peredaran bruto antara 2,5 miliar s.d. 4,8 
miliar.  
4.3. Pilot Test 
Pilot Test atau studi pendahuluan dilakukan 
untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen 
penelitian sebelum disebarkan ke responden yang 
menjadi sampel penelitian. Pilot test dilakukan dengan 
cara membagikan kuesioner kepada 46 responden 
yang bukan merupakan sampel dalam penelitian. 
Pada hasil kuesioner tersebut dilakukan uji 
reliabilitas dan validitas pendahuluan. Setalah melalui 
uji reliabilitas, hasilnya adalah instrumen penelitian 
dikatakan reliabel karena nilai Cronbach Alphanya 
mencapai 0,831. Sementara itu pada uji validitas 
terdapat dua item pertanyaan yang tidak lolos uji, 
sehingga total terdapat 24 pertanyaan dalam 
kuesioner yang akan diajkuan kepada responden. 
4.4. Uji Reliabilitas dan Validitas 
Setelah pilot test dilakukan dan didapatkan hasil 
kuesioner yang dapat disebar ke responden yang 
menjadi sampel penelitian, kemudian dilakukan uji 
reliabilitas kembali dengan menggunakan alat bantu 
SPSS Statistics 25 for Windows dengan fasilitas analisis 
reliabilitas dengan teknik Cronbach Alpha.  
Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai 
alpha >0,60 (Ghozali, 2016). Perhitungan koefisien 
reliabilitas yang dilakukan terhadap 100 responden 
sampel penelitian menghasilkan tabel berikut: 
 
Pengujian validitas untuk hasil penelitian 
dalam penelitian ini juga menggunakan bantuan SPSS 
Statistics 25 for Windows dengan cara mengorelasi 
tiap-tiap pertanyaan pada setiap variabel. Kemudian 
dibandingkan antara Corrected Item-Total Correlation 
(r hitung) dengan nilai r tabel, di mana suatu item 
dikatakan valid adalah bila r hitung > r tabel, begitu 
juga sebaliknya (Suliyanto, 2011).  
Pengujian dilakukan terhadap 100 kuesioner 
yang telah kembali dari responden yang menjadi 
sampel penelitian sehingga diperoleh derajat 
kebebasan (df = N-2) adalah 98 dan dengan tingkat 
kesalahan yang ditoleransi (α) sebesar 5%. Berikut 
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adalah pengujian validitas untuk variabel kepatuhan 
wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu: 
 
Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui 
Corrected Item-Total Correlation (r hitung) dari setiap 
butir pertanyaan lebih besar dari nilai kritis (r tabel) 
sebesar 0,1654 dengan  N = 100 (df = N-2) pada tingkat 
signifikansi 95 % (α = 0,05). Kesimpulannya, semua 
butir pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner 
adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat 
pengumpulan data primer. 
4.5. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik terdiri dari tiga jenis uji yaitu uji 
normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas.  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas 
atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Hal ini diperlukan sebagai bentuk syarat uji 
statistik parametrik yaitu data harus berdistribusi 
normal. Salah satu cara untuk menguji kenormalan 
adalah dengan menggunakan uji Sample Kolmogorov-
Smirnov dalam aplikasi SPSS. Kurva terstandarisasi 
dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai 
Kolmogorov Test Z ≤ Z tabel atau nilai asymp. sig. (2-
tailed) > α (Suliyanto, 2011). 
 
Dari hasil output menggunakan alat bantu SPSS 
Statistics 25 for Windows diketahui bahwa nilai 
Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,773 dengan 
Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,589 > α (0,05). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 
normal. 
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2016). 
Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan 
melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation 
factor (VIF). Adanya multikolinieritas dapat diketahui 
jika nilai tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 
10. 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua 
model memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
kurang dari 10 dan tolerance menunjukkan angka lebih 
besar dari 0,10. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas 
(independen) tersebut tidak memiliki korelasi 
sehingga tidak terjadi multikolinieritas. 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam suatu model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 
adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 
menggunakan uji Spearman. Metode Spearman 
dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas 
terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat 
pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai 
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mutlak residualnya maka dalam model terdapat 
masalah heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya 
lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat dipastikan 
model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas. 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 
probabilitas hubungan antara variabel independen 
dengan residual absolutnya (Sig. 1-tailed) di atas taraf 
signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Oleh karena itu 
dapat dipastikan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
4.6. Analisis Regresi Linier Berganda 
Pengujian signifikansi pengaruh variabel sikap, 
norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, 
dan religiusitas terhadap variabel kepatuhan wajib 
pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Berdasarkan hasil perhitungan statistik 
dengan bantuan SPSS Statistic 25 for Windows, 
diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai 
berikut: 
   Y = 6,838 + 0,285X1 - 0,049X2 + 0,170X3 + 0,303X4 
Pengukuran koefisien determinasi (R2) dalam 
program aplikasi SPSS dapat digunakan untuk 
mengetahui tingkat kemampuan dari suatu model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Koefisien determinasi pada regresi linier sering 
diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua 
variabel bebas dalam menjelaskan varians dari 
variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien 
determinasi dihitung dengan mengkuadratkan 
Koefisien Korelasi (R). Dalam tabel berikut dapat 
dilihat hasil pengukuran koefisien determinasi (R2) dari 
variabel-variabel yang ada. 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi dengan 
bantuan SPSS Statistic 25 for Windows, diketahui 
bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,272 
dan nilai Adjusted R2 sebesar 0,242. Penelitian ini akan 
melihat nilai Adjusted R2 karena variabel yang diteliti 
lebih dari dua variabel. Nilai Adjusted R2 tersebut 
menunjukkan bahwa variasi perubahan naik turunnya 
kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 
Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang 
dipersepsikan, dan Religiusitas adalah sebesar 24,2 
persen sedangkan 75,8 persen dapat dijelaskan oleh 
variabel-variabel lain yang tidak diteliti. 
4.7. Pengujian Hipotesis 
Pengujian signifikansi pengaruh Sikap, Norma 
Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan 
Religiusitas secara parsial terhadap kepatuhan wajib 
pajak dengan peredaran bruto tertentu dilakukan 
dengan menggunakan uji t. Uji ini digunakan untuk 
mengetahui apakah dalam model regresi variabel 
independen (X1, X2,…..Xn) secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen (Y).  
Menurut Gujarati (2004) kriteria pengujian 
hipotesis untuk uji satu arah (one-tailed) adalah 
sebagai berikut:  
• jika t hitung < t tabel maka hipotesis nol tidak 
ditolak;  
• jika t hitung > t tabel maka hipotesis nol ditolak. 
Melalui tingkat kesalahan (α) = 0,05 untuk uji one-
tailed dan degree of freedom (df) = 95 diperoleh nilai t 
tabel sebesar 1,661. Dari output uji-t hasil analisis 
regresi linier berganda maka dapat dibuat ringkasan 
hasil seperti tertera pada tabel berikut: 
 
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai t 
hitung (2,450) variabel sikap lebih besar dari nilai t 
tabel (1,661), sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, 
maka maka dapat disimpulkan bahwa Sikap 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto 
Tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi nilai indikator sikap pada pemilik 
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Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai t 
hitung (-0,505) variabel norma subjektif lebih kecil dari 
nilai t tabel (1,661), sehingga H0 tidak ditolak. Dengan 
demikian, maka maka dapat disimpulkan bahwa 
Norma subjektif tidak berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan 
Peredaran Bruto Tertentu. Hasil penelitian ini tidak 
dapat menyediakan bukti empiris bahwa norma 
subjektif berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran 
Bruto Tertentu. Artinya, peningkatan dan penurunan 
variabel norma subjektif tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu. 
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai t 
hitung (1,577) variabel kontrol perilaku yang 
dipersepsikan lebih kecil dari nilai t tabel (1,661), 
sehingga H0 tidak ditolak. Dengan demikian, maka 
maka dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku yang 
dipersepsikan tidak berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan 
Peredaran Bruto Tertentu. Hasil penelitian ini tidak 
dapat menyediakan bukti empiris bahwa bahwa 
kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Artinya, 
peningkatan dan penurunan variabel kontrol perilaku 
yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu. 
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai t 
hitung (2,318) variabel Religiusitas lebih besar dari 
nilai t tabel (1,661), sehingga H0 ditolak. Dengan 
demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Religiusitas 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto 
Tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi nilai indikator religiusitas pada pemilik 
UMKM, maka semakin tinggi pula kepatuhan 
pajaknya. 
4.8. Pembahasan Hipotesis 
4.8.1. Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu 
Sikap wajib pajak merupakan evaluasi atau 
penilaian positif yang dilatarbelakangi oleh tiga aspek 
yaitu aspek ekonomi, aspek regulasi pemerintah, dan 
aspek birokrasi. Pada aspek ekonomi, sikap positif 
wajib pajak ditunjukkan melalui keinginannya untuk 
membayar pajak sesuai dengan ketetapan yang 
berlaku serta pandangannya bahwa melakukan 
kecurangan dalam perhitungan pajak itu merupakan 
sebuah masalah. Pada aspek regulasi pemerintah, 
sikap positif wajib pajak muncul ketika mereka merasa 
bahwa pemanfaatan pajak oleh pemerintah telah 
dilakukan dengan transparan serta sistem perpajakan 
yang ada saat ini telah memudahkan wajib pajak. 
Sementara pada aspek birokrasi, sikap positif wajib 
pajak ditunjukkan melalui pemahaman bahwa 
memenuhi kewajiban perpajakan merupakan bentuk 
kontribusi terhadap negara. 
Hasil analisis data secara statistik menunjukkan 
bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga terbukti secara 
empiris terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara sikap wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu terhadap kepatuhannya dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. Hasil temuan penelitian ini 
mengandung arti bahwa sikap wajib pajak yang 
cenderung positif dan semakin tinggi akan dapat 
meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. 
Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Layli (2014) dan Lilis (2017). Penelitian 
yang dilakukan oleh Layli menemukan bahwa variabel 
Sikap berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi  di Kota 
Yogyakarta. Sementara itu, yang dilakukan oleh Lilis 
menemukan bahwa variabel Sikap berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi khususnya PNS di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
4.8.2. Pengaruh Norma Subjektif terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran 
Bruto Tertentu 
Ajzen (1991) memaparkan bahwa norma 
subjektif merupakan fungsi yang ditentukan oleh dua 
hal yaitu normative beliefs dan motivation to comply. 
Dalam penelitian ini, normative beliefs tersusun dari 
beberapa elemen yaitu pengaruh keluarga dan teman 
dekat, konsultan pajak, petugas pajak, serta media 
cetak atau media elektronik, yang dijadikan wajib 
pajak sebagai rujukan sosialnya dalam bertindak. 
Sementara itu motivation to comply adalah motivasi 
yang dimiliki seorang individu untuk berbuat sesuatu. 
Secara umum, semakin individu mempersepsikan 
bahwa rujukan sosialnya merekomendasikan untuk 
melakukan suatu perilaku maka individu akan 
cenderung merasakan tekanan sosial untuk 
melakukan perilaku tersebut, dan sebaliknya. 
Hasil analisis data secara statistik menunjukkan 
bahwa hipotesis nol tidak ditolak sehingga tidak ada 
bukti secara empiris bahwa terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara norma subjektif terhadap 
kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu. Hal tersebut terjadi ketika wajib pajak tidak 
memiliki motivation to comply yang tinggi meskipun 
normative beliefs yang ada di sekitarnya telah 
menganjurkannya untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan. Hasil tersebut bertolak belakang dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Layli (2014) dan Lilis 
(2017). Penelitian yang dilakukan oleh Layli 
menemukan bahwa variabel Norma Subjektif 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota 
Yogyakarta. Sementara itu, penelitian yang dilakukan 
oleh Lilis menemukan bahwa variabel Norma Subjektif 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
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kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya PNS di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ada 
faktor-faktor lain yang lebih memengaruhi wajib pajak 
dalam berperilaku dibandingkan pengaruh lingkungan 
sekitarnya. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner 
ditemukan fakta bahwa mayoritas responden memiliki 
ukuran usaha yang terbilang kecil, yang terindikasi dari 
peredaran bruto kurang dari tiga ratus juta rupiah per 
tahun dan lama usaha kurang dari lima tahun. 
Peredaran bruto mayoritas responden masih 
tergolong kecil sehingga kemungkinan laba yang 
diperoleh juga kecil. Oleh karena itu pajak UMKM yang 
menjadikan peredaran bruto sebagai dasar 
perhitungan dirasa terlalu berat. Sementara itu di fase 
awal usaha dapat dikatakan yang menjadi fokus adalah 
pengembangan usaha menuju titik yang stabil. Pada 
umumnya titik Break Event Point belum tercapai, 
selain itu proses pembukuan perusahaan juga belum 
berjalan baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan 
aspek pemenuhan kewajiban perpajakan belum 
terlalu diperhatikan.  
Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian 
Kamleitner, Korunka, dan Kirchler (2006), Mohamad, 
et al. (2016), serta Mohamad dan Mohd Ali (2017). 
Beberapa penelitian tersebut memberikan hasil yang 
sama yaitu para pemilik usaha berskala kecil lebih 
cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan mereka. 
4.8.3. Pengaruh Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 
Peredaran Bruto Tertentu 
Di dalam konteks perpajakan, kontrol perilaku 
yang dipersepsikan dapat dipahami sebagai sebuah 
kontrol yang dimiliki oleh wajib pajak dalam 
perilakunya untuk patuh atau tidak patuh dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan, yang dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu kemungkinan diperiksa 
fiskus, kemungkinan mendapatkan sanksi, serta 
kemungkinan adanya pelaporan dari pihak ketiga.  
Hasil analisis data secara statistik menunjukkan 
bahwa hipotesis nol tidak ditolak sehingga tidak ada 
bukti secara empiris bahwa terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara kontrol perilaku yang 
dipersepsikan wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu terhadap kepatuhannya dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. Hasil tersebut sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Lilis (2017). Namun 
hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Layli (2014). Penelitian yang 
dilakukan oleh Lilis menemukan bahwa variabel 
Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan tidak 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Sementara itu Layli menemukan 
bahwa variabel Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota 
Yogyakarta. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 
responden tidak menganggap adanya pemeriksaan 
pajak, pengenaan sanksi pajak bagi pelanggar, serta 
terbukanya kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga 
dapat mendorongnya untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan. Bila dilihat dari aspek pemeriksaan, sikap 
responden tersebut dapat dipahami mengingat 
tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP selama 
ini lebih berfokus pada wajib pajak dengan potensi 
pajak yang besar, seperti wajib pajak badan dengan 
peredaran bruto lebih dari 4,8 M setahun. Oleh karena 
itu mayoritas responden yang notabene memiliki 
peredaran bruto di bawah 4,8 M cenderung belum 
merasakan efek penegakan peraturan perpajakan 
melalui proses pemeriksaan. Kondisi tersebut 
didukung oleh penelitian yang dilakukan Mandagi, 
Sabijono, dan Tirayoh (2014) yang menemukan bahwa 
proses pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib 
pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan mereka. 
4.8.4. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu 
Penelitian terdahulu mendefinisikan religiusitas 
sebagai kepercayaan pada Tuhan atau keyakinan 
spiritual lainnya dalam menentukan sejauh mana 
orang memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai 
hukum yang berlaku. Dalam konteks perpajakan 
religiusitas berkaitan erat dengan kejujuran seorang 
wajib pajak dalam melakukan pencatatan, 
pembukuan, dan pelaporan perpajakan.  
Hasil analisis data secara statistik menunjukkan 
bahwa hipotesis nol ditolak sehingga terbukti secara 
empiris terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara religiusitas wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu terhadap kepatuhannya dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. Hasil temuan penelitian ini 
mengandung arti bahwa religiusitas wajib pajak yang 
cenderung positif dan semakin tinggi akan dapat 
meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. 
Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Basri dan Surya (2014) dan Pope dan 
Mohdali (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Basri 
dan Surya (2014) menunjukkan bahwa religiusitas 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
ketidakpatuhan pajak atas wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Sedangkan Pope dan 
Mohdali (2010) menemukan bahwa variabel 
Religiusitas berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap kepatuhan pajak individu, yang datanya 
diambil dari World Value Survey pada tahun 2009.   
5. KESIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 
wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu pada 
bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa: 
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1. Sikap berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peredaran 
bruto tertentu dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya. 
2. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto 
tertentu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 
3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
dengan peredaran bruto tertentu dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya. 
4. Religiusitas berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peredaran 
bruto tertentu dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya. 
Sementara itu berdasarkan simpulan yang diambil, 
dapat kami sampaikan saran yang diharapkan dapat 
bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib 
Pajak khususnya UMKM, serta penelitian selanjutnya 
sebagai berikut. 
1. Menurut hasil penelitian di atas, sikap merupakan 
faktor yang paling berpengaruh signifikan. Maka 
dari itu Direktorat Jenderal Pajak harus terus 
mengembangkan sistem perpajakan yang semakin 
transparan dan memudahkan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya.  
2. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak 
sebaiknya juga lebih menggalakkan sosialisasi 
tentang pemanfaatan uang pajak dalam 
membiayai penyelenggaraan negara dan hasil-hasil 
yang telah dicapai. Sosialisasi hendaknya tidak 
hanya dilakukan melalui media arus utama seperti 
televisi dan media cetak namun juga melalui media 
sosial, pusat-pusat keramaian seperti bioskop, 
konser, dan even-even lain agar dapat menjangkau 
kelas menengah dan generasi milenial. 
3. Faktor kedua yang berpengaruh signifikan adalah 
religiusitas. Pemerintah melalui Direktorat 
Jenderal Pajak dapat memanfaatkan faktor ini 
dengan menggandeng para tokoh agama dalam 
sosialisasi dan edukasi pajak. Para tokoh agama ini 
dapat menjadi contoh hal kepatuhan pajak dan 
juga diharapkan memberikan pengaruh bagi 
masyarakat luas agar mau menjalankan kewajiban 
pajaknya. 
4. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat 
membentuk komunitas-komunitas UMKM di 
daerah lain seperti USP yang ada di KPP Pratama 
Pondok Aren agar lebih memudahkan dalam 
penggalian potensi, sosialisasi, dan juga membantu 
pengusaha UMKM dalam mengembangkan 
usahanya. Sehingga diharapkan nantinya 
pengusaha UMKM ini juga semakin berkontribusi 
bagi negara. 
5. Diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan di 
lingkup yang lebih luas dengan jumlah sampel yang 
lebih banyak dan mampu menggali faktor-faktor 
lain yang kemungkinan sangat memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak peredaran bruto dalam 
membayar pajaknya. 
 
6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Karena keterbatasan waktu dan sumber data, 
penulis tidak dapat secara maksimal melakukan 
pendekatan dan wawancara kepada objek penelitian. 
Objek penelitian dalam penelitian ini tidak semuanya 
pemilik asli UMKM, karena sebagian besar kuesioner 
disebarkan melalui aplikasi Google Form sehingga 
penulis tidak dapat mengontrol siapa yang menjadi 
responden. Selain itu wilayah penelitian juga terbatas 
di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren  
Dalam penelitian ini, variabel independen 
sebanyak empat variabel yang diteliti yaitu Sikap, 
Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, 
dan Religiusitas ternyata hanya mampu menjelaskan 
pengaruhnya sebesar 24,2 persen yang berarti masih 
terdapat 75,8 persen variabel lain yang tidak diteliti 
yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak peredaran bruto dalam membayar pajaknya. 
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